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Lampiran
Pedoman Wawancara

A. Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang

a.

Indikator akuntabilitas Proses (Standar Operasional Prosedur)

1.

Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus dalam pelayanan
sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang ?

Apakah dalam memberikan pelayanan pembuatan sertifikat tanah diKantor
Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang,petugas sudah melakukan tugasnya
sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan atau tidak?

Apakah perna dilakukan sosialisasi terkait SOP pelayanan sertifikat tanah kepada
masyarakat?

Apa saja persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk
mengurus sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang?
Apakah ada faktor yang menghambat dalam proses penerapan SOP pelayanan
sertifikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang?

Indikator akuntabilitas program (pencapaian target dalam pelayanan sertifikat tanah)

1.

Apakah ada target yang ingin di capai oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kota Kupang, dalam memberikan pelayanan sertifikat tanah kepada masyarakat?
Apakah saja strategi-strategi yang di lakukan oleh Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kota Kupang dalam memberikan pelayanan pembuatan sertifikat tanah
kepada masyarakat, guna mencapai target pelayanan?

Bagaimana dengan pencapaiantarget pelayanan sertifikat Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kota Kupang sejau ini?

Apakah ada faktor pendukung dan faktor peenghambat dalam mencapai target
pelayanan sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang

Indikator akuntabilitas kebijakan (pertanggung jawaban Kantor BPN kota kupang

terkait pelayanan sertifikat tanah)

1. Apakah ada loparan pertanggung jawaban dari Kantor Pertanahan Nasional Kota

Kupang tentang pelayanan Sertifikat tanah kepada masyarakat?

2. Bagaimana dengan alur laporan pertanggung jawaban yang ada di Kantor

Pertanahan Nasional Kota Kupang?
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3. Apakah masyarakat mengetahui bahwasannya ada laporan pertanggung jawaban

dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang terkait pelayanan sertifikat tanah?

B. Masyarakat Kota Kupang

a. Indikator akuntabilitas Proses (Standar Operasional Prosedur).

1.

Apakah Bapak/i mengetahui standar operasional prosedur (SOP) tentang
pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang?
Bagaimana pendapat Bapak/i terkait persyaratan dalam mengurus sertifikat tanah
di Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang?

Apakah dalam memberikan pelayanan, pegawai di Kantor Pertanahan Nasional
Kota Kupang sudah melakukan tugasnya sesuaidengan SOP yang sudah ada atau
tidak?

b. Indikator akuntabilitas program (pencapaian target dalam pelayanan sertifikat tanah).

1.

Apakah sebelumnya ada sosialisasi tentang pelayanan sertifikat tanah oleh Kantor
Pertanahan Nasional Kota Kupang kepada masyarakat?

Bagaimana pendapat Bapak/i terkait sarana dan prasarana yang ada di Kantor
Pertanahan Nasional Kota Kupang?

Apakah ada kritik, saran atau masukan dari Bapak/i tentang pelayanan sertifikat

tanah yang ada di Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang?

c. Indikator akuntabilitas kebijakan (pertanggung jawaban Kantor BPN kota kupang

terkait pelayanan sertifikat tanah)

1.

Apakah Bapak/i mengetahui tentang laporan pertanggung jawabapan Kantor

Pertanahan Nasional Kota Kupang terkait pelayanan sertifikat tanah?

2. Apakah menurut Bapak/i Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang perluh

memberikan informasi terkait laporan pertanggung jawaban pelayanan sertifikat

kepada masyarakat?
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Gambar 5.3 Aktivitas loket pelayanan

Gambar 5.5 Wawancara
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Gambar 5.6 Wawancara
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